[ SALINAN |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2006-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

a. bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memerlukan

perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai
arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh
yvang akan dilakukan secara bertahap;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) berperan penting dalam menentukan
arah dan prioritas pembangunan daerah secarah
bertahap guna mempercepat dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat;

bahwa  Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 tidak sesuai
dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2006-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945:



2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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12.

13.

14.

16.

17.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);

.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan
Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);

. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018);
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Menetapkan

18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2004 Nomor 51);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006
Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2006 Nomor 1), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

BABI : Pendahuluan, yang memuat Latar
belakang, Dasar hukum penyusunan,
Hubungan RPJPD dengan dokumen
perencanaan lainnya, Sistematika
penulisan, Maksud dan tujuan.

BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang
memuat aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pelayanan umum dan aspek dayasaing
daerah.



BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
yang memuat tentang Permasalahan
pembangunan dan Isu Strategis Kabupaten
Banggai Kepulauan.

BAB IV : Visi dan Misi Daerah yang memuat Visi,
Misi dan Tujuan Sasaran.

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
yang memuat Sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan dan Tahapan
Pembangunan RPJPD.

BAB VI : Penutup yang memuat kaidah
penyelenggaraan dan organisasi pelaksana
Isi dan wuraian RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

2. Naskah lampiran diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.
RAIS D. ADAM
Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai den slinya
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, KEPALA BAGIAN UM
ttd (57X
KISMANTO, SH., MH
RUSLI MOIDADY Nip. 19790321 200502 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 07,04/2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026

UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran
dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan
permasalahan pembangunan di daerah, yang merupakan rangkaian
upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh aspek
kehidupan masyarakat dan berlangsung terus menerus, dengan
menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi kegenerasi.
Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi
kebutuhan masa sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi
yvang akan dating untuk memenuhi kebutuhannya.

Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh)
tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka
waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian
dokumen ini hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga member
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana Jjangka menengah
dan tahunan

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah tentang Perubahan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2006-2026 adalah untuk:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

daerah, antar waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintahan

daerah maupun pemerintah pusat;

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

o o

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 tidak sesuai
dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan
daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka
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IL.

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 perlu dilakukan perubahan
dengan menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut.

Dengan adanya RPJPD ini, selanjutnya RPJMD yang telah
dilakukan penyesuaian dan pada akhirnya dijabarkan kedalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan
daerah, rancangan kerangka ekonomi makro vang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal, serta
program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.



